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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONE STOP  SERVICE TERHADAP 

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SRAGEN 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemerintah sebagai 

pelayan publik dalam pelaksanaan kebijakan One Stop Servis terhadap Penanaman 

Modal di Kabupaten Sragen. Selain itu dalam penelitian ini juga dipaparkan 

mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan One 

Stop Service dalam perijinan penanaman modal di Kabupaten Sragen. Dilihat dari 

tujuannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dan 

eksplanatoris, dengan menggunakan metode pendekatan non doktrinal (socio legal 

research) yang bersifat kualitatif.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa; pertama, Implementasi kebijakan One Stop Service 

terhadap penanaman modal di Kabupaten Sragen dilahirkan untuk memberikan 

kemudahan pelayanan dibidang perijinan dengan prinsip dapat dipercaya, mudah, 

murah, cepat dan transparan melalui satu pintu (one stop service). Kedua, bertolak 

dari hasil evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan One Stop Servis di Kabupaten 

Sragen, meski manfaat sudah sangat dirasakan, namun masih terdapat beberapa 

permasalahan yang dihadapi. Ketiga, sebagai upaya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sragen untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu dirumuskan 

kebijakan-kebijakan strategis untuk mewujudkan model ideal kebijakan One Stop 

Service kedepan yang sesuai perkembangan zaman. 

 

Kata Kunci : Pelayanan Publik, One Stop Servis, Penanaman Modal. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the role of the Government as a public 

servant in the execution of  the One Stop Services policy to Investment in Sragen. 

Additionally in this study were also presented  regarding obstacles encountered in 

implementing the One Stop Service policy in licensing investment in Sragen. 

Judging from its purpose, this study included qualitative descriptive research and 

explanatory, using non-doctrinal approach (socio legal research) are qualitative.  

 Based on the results of research and discussion, it can be concluded; First, 

implementation of the One Stop Service policy towards investment in Sragen was 

born to provide service in the field of licensing with the principle of credible, 

easy, inexpensive, fast and transparent through one door (one stop service). 

Second, the evaluation results in implementation One Stop Service policy in 

Sragen, although the benefits are already keenly felt, but there are still some 

problems faced. Third, as an effort Sragen Local Government to address these 

issues, is necessary to formulate strategic policies to realize the ideal model of the 

future policy of One Stop Service which according to the times.  

 

Keywords: Public Service, One Stop Services, Investment. 
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1. PENDAHULUAN   

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pasca reformasi terdapat perubahan sistem ketatanegaraan dan 

pemerintahan Indonesia terutama setelah adanya perubahan konstitusi 

melalui  amandemen UUD 1945. Salah satu perubahan adalah terjadinya 

pergeseran paradigm kelembagaan sistem ketatanegaraan dan 

pemerintahan.1  Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan 

isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik 

dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada 

pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik adalah sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan 

masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi2. Pola lama 

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai lagi dengan tatanan 

masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu tuntutan ini merupakan 

hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh pemerintah dengan 

melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik. 

Tergerak untuk mengembangkan Kabupaten Sragen sebagai kota 

industri dan perdagangan yang berdasarkan kearifan lokal, Bupati Sragen 

menyatakan Sragen  pada tahun 2013 ditargetkan sebagai kota paling pro-

investasi di Jawa Tengah. Oleh karena itu mulai saat ini Pemerintah 

Kabupaten Sragen mulai mempersiapkan diri untuk merebut predikat 

tersebut, salah satu langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sragen 

adalah dengan kebijakan peningkatan layanan bidang perijinan melalui 

Sistem One Stop Service. 

                                                 
1Widayati, Absori, Aidul Fitri, 2014,  Konstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, Vol 21 No. 2, hlm. 1. 
2 Sedarmayanti,Dra.,M.Pd. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam 

Rangka Otonomi Daerah. Bandung CV; Mandar Maju, hal 48 
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Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, melalui serangkain 

pencarian data dan penelitian maka penulis mengambil judul, 

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONE STOP  SERVICE TERHADAP 

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SRAGEN”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 

memecahkannya  Perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi dan 

mempertegas masalah yang akan diteliti, sehingga bisa memudahkan 

dalam pengerjaannya. Adapun beberapa permasalahan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan One Stop Service terhadap 

penanaman modal di Kabupaten Sragen? 

2. Apa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kebijakan One Stop Service dalam perijinan penanaman modal di 

Kabupaten Sragen? 

3. Bagaimana model ideal kebijakan One Stop Service ke depan  yang 

sesuai dengan perkembangan zaman? 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. Metode Pendekatan  

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, 

penulis menggunakan metode pendekatan non doktrinal (socio legal 

research), yang bersifat kualitatif. Penerapan metode kualitatif pada 

penelitian ini adalah untuk mengungkap kebenaran dan memahaminya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu mencari, 

menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam 

suatu kehidupan masyarakat dengan memulainya dari kenyataan 

(phenomena) menunjukkan ke teori (thesis) bukan sebaliknya seperti 

dalam pendekatan deduktif.3 

                                                 
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2001.  Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Edisi 1 , Cet V 
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2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 

(tiga) cara sebagai berikut : 

a) Observasi 

b) Wawancara  

c) Studi kepustakaan 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1. Implementasi Kebijakan One Stop Service Terhadap Penanaman 

Modal di Kabupaten Sragen 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dijelaskan tujuan pemberian otonomi adalah 

berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang 

semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, 

keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah 

kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah.4  

Untuk mengimplementasikan tujuan Undang-undang tersebut 

Pemerintah Kabupaten Sragen membentuk Unit Pelayanan Terpadu 

(UPT) dengan Keputusan Bupati Nomor 17 Tahun 2002  tanggal 24 Mei 

2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 

Terpadu Kabupaten Sragen. Operasional secara resmi dilaksanakan  1 

Oktober 2002. Kebijakan ini didukung sepenuhnya oleh legislatif melalui 

surat Ketua DPRD Sragen Nomor 170/288/15/2002 tangggal 27 

September 2002 perihal Persetujuan Operasional UPT Kabupaten 

Sragen.5 

Dari perumusan tahap-tahap implementasi kebijakan One Stop 

Service terhadap penanaman modal di Kabupaten Sragen di atas, 

                                                 
4 Tugiyono. Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen 

Wawancara pribadi, tanggal 4 Desember 2013 jam 08.00 WIB. 
5 Tugiyono. Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen 

Wawancara pribadi, tanggal 4 Desember 2013 jam 08.00 WIB. 



 

 

 

5 

 

melahirkan implementasi kebijakan publik yang berdampak positif bagi 

Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut:6 

a) Pelayanan Perizinan Penanaman Modal sudah menyatu dengan 

BPTPM yang melayani perizinan usaha yang lain, termasuk dalam 72 

Perizinan yg dikelola BPTPM. 

b) Terwujudnya kemudahan bagi pelaku usaha yang mengurus Perizinan 

Penanaman Modal. 

c) Adanya peningkatan nilai investasi di KabupatenSragen 

d) Kesadaran masyarakat Sragen  akan adanya izin  usaha cukup tinggi 

Perbedaan yang dirasakan masyarakat terhadap pelayanan 

sebelum dan sesudah lahirnya implementasi kebijakan One Stop Service 

(OSS) terhadap penanaman modal di Kabupaten Sragen jelas sekali 

dirassakan masyarakat. Sebelum diberlakukannya Sistem One Stop 

Service Birokrasi berbelit-belit, monoton, tidak kreatif dan tidak inovatif, 

lama dan tidak ada kepastian waktu tidak nyaman, cara- cara manual, 

pungli, biaya & waktu tidak jelas, terpecah-pecah di berbagai satker dan 

pelayanan buruk.  

Sesudah diterapkannya system One Stop Service perbedaanya 

sangat terasa, dantaranya waktu, biaya jelas & pasti, dijamin tidak ada 

pungli, ijin investasi cukup 3 hari selesai, mudah, cepat, transparan, 

nyaman, full computerized & online system, image PNS dan pemerintah 

meningkat, masyarakat sadar dan mau mengurus ijin. 

3.2. Kendala dan Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan 

Kebijakan One Stop Service Dalam Perijinan Penanaman Modal di 

Kabupaten Sragen 

Kendala-kendala kongkrit yang terjadi dalam pelaksanaan 

kebijakan One Stop Service dalam penanaman modal di Kabupaten 

Sragen sebagai berikut: 

                                                 
6 Erwan Adhitya Suddin. Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan  Badan 

Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen. Wawancara pribadi.  

tanggal 17 Desember 2013 jam 08.00 WIB. 
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a) Dalam pelaksanaan kebijakan One Stop Service dalam penanaman 

modal di Kabupaten Sragen Fungsi dan peranan kelembagaan PM di 

Kabupaten belum dirasakan maksimal. Selama ini PM masih 

dipandang sebelah mata bagi para pengusaha terutama yang 

menengah ke atas.  

b) Dalam pelaksanaan kebijakan One Stop Service dalam penanaman 

modal di Kabupaten Sragen Kewajiban, manfaat dan fungsi 8 

perizinan PM di Kabupaten belum bisa dirasakan langsung oleh 

masyarakat yang mayoritas termasuk usaha kecil-menengah.  

c) Dalam pelaksanaan kebijakan One Stop Service dalam penanaman 

modal di Kabupaten Sragen masih ditemukan belum adanya 

keterpaduan aturan perizinan antar kementrian, sehingga terjadi 

duplikasi izin usaha yang menambah rentetan jumlah izin yang harus 

dimiliki pengusaha.  

d) Dalam pelaksanaan kebijakan One Stop Service dalam penanaman 

modal di Kabupaten Sragen, masih terdapat kendala dalam 

pelaksanaan LKPM bagi pengusaha kecil-menengah di Kabupaten 

karena para pengusaha belum mengetahui apa itu LKPM, fungsi, 

manfaat, hak dan kewajibannya sehingga kadang kurang kooperatif 

pada petugas BPTPM.  

e) Dalam pelaksanaan kebijakan One Stop Service dalam penanaman 

modal di Kabupaten Sragen dengan adanya batasan pengajuan 

permohonan Izin Usaha dengan nilai investasi diatas Rp. 10 Milyard 

melalui Provinsi, terkadang menyebabkan Kabupaten kurang kontrol, 

baik data perusahaan, proses perizinan sampai terbitnya SK 

perizinan.  

f) Dalam pelaksanaan kebijakan One Stop Service dalam penanaman 

modal di Kabupaten Sragen masih disayangkan adanya keterbatasan 

alokasi anggaran dalam program pelaksanaan kegiatan di bidang PM 

baik untuk promosi, perizinan maupun pengawasan karena kurangnya 

pemahaman tupoksi PM bagi pengambil kebijakan. 
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3.3. Model Ideal Kebijakan One Stop Service ke Depan Yang Sesuai 

Dengan Perkembangan Zaman 

Idealnya pemerintahan yang baik (good governance) yang 

diharapkan adalah, pemerintahan yang menjadi milik masyarakat, yakni 

pemerintah yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya 

kepada masyarakat7. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu 

mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya 

kontrol dari masyarakat, pelayanan publik akan menjadi lebih baik 

karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, 

dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan 

oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban, bukan hak karena mereka 

diangkat oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, 

harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan 

akan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan 

dapat merancang model pelayanan yang lebih kreatif serta lebih efisien, 

dengan demikian, teori apapun yang bermakna tentang pelayanan publik 

harus didasarkan pada suatu konsep kepentingan publik yang asli pada 

birokrasi pemerintahan. 

Model ideal kebijakan One Stop Service Badan Perijinan Terpadu 

Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen ke depan yg sesuai 

perkembangan zaman sebagai berikut:8  

a) Perlu sinkronisasi dan standarisasi masalah kelembagaan PTSP 

b) Perlu komitmen nasional tentang system pelayanan yang seragam 

(sama) 

c) Segera diadakan revisi struktur organisasi disesuaikan dengan 

kebutuhan daerah 

d) Perlu kaderisasi SDM sejak dini di pelayanan OSS 

                                                 
7
 David Osborne dan Peter Plastrik. 2004. Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju 

Pemerintahan Wirausaha, Abdul Rastid dan Ramelan (terj), Jakarta; PPM, h. 322-323 
8 Tugiyono. Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen 

.Wawancara pribadi, tanggal 16 Desember 2013 jam 08.00 WIB. 
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e) Perwujudan Reformasi Birokrasi melalui penegakan hukum yang 

efektif. 

Hukum juga seharusnya berperan dan diperankan untuk 

mengangkat kualitas kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat 

agar menjadi mulia, adil dan sejahtera9. Langkah-langkah antisipatif yang 

perlu dilakukan oleh Indonesia dalam membangun karakter hukumnya 

pada era globalisasi ini adalah antara lain; selektivitas dalam 

pengambilan atau adopsi hukum, harmonisasi hukum domestik dengan 

hukum Internasional harus mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional 

dan lebih menguntungkan rakyat, kejelasan Indonesia dalam 

keikutsertaannya perjanjian internasional secara publik, menjadikan 

hukum Indonesia sebagai hukum prefentif bukan hanya solutif, dan yang 

terakhir adalah perlu adanya peningkatan dalam penegakan hukum10. 

Untuk menuju hubungan lembaga  pemerintahan yang seimbang 

dibutuhkan chekcs and balances agar kepentingan antar lembaga  

pemerintah dapat dipelihara dengan baik.11 Kiranya perlu dipikirkan 

model pendekatan  kebijakan yang menekankan pada penedekatan 

hubungan yang bersifat humanis transcendental, yang menekan 

pentingnya hubungan baik (tamuur bil maruf) dan mencegah 

kemungkaran dan pengawasaan antar lembaga yang bersifat ilahiyah, 

yakni tangung jawab kepada Tuhan.12 

Disamping itu perlu dipikirkan adanya model pelayanan yang 

menekankan pendekatan yang sifatnya alternative lain. Hal ini diperlukan 

terutama dalam menyelesiakan pelayanan agar tidak menimbulkan 

                                                 
9 Satjipto Rahardjo. 2002.  “Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum Kacangan”, Kompas, 19  

Agustus 2002. 
10 Absori. 2013. Politik Hukum Menuju Hukum Progresif. Surakarta. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Press, hal 6 
11

Absori, Hukum  Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Muhammadiyah 

University Press, Surakarta, 2014, hal 167. 
12

Absori, Kelik dan Saepul Rochman, Hukum  Profetik, Kritik terhadap Paradigma 

Hukum Non Sistemik, Genta Pulishing, Yogyakarta, 2015, hal 259.. 
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masalah. Untuk itu dibutuhkan adanya upaya partisipatif. 13  Disamping 

itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang menghormati hak hak 

warga Negara, yakni masyarakat termasuk  dalam pelayanan publik , 

juga perlu perhatian yang serius semua pemangku kepentingan. 14 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Sesuai  hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

a) Implementasi kebijakan One Stop Service terhadap penanaman modal 

di Kabupaten Sragen dilahirkan dengan diawali dengan adanya 

pergeseran paradigma pelayanan yang semula dari dilayani menjadi 

melayani dengan membentuk Badan Perijinan Terpadu Dan 

Penanaman Modal (BPTPM) adalah untuk memberikan kemudahan 

pelayanan dibidang perijinan dengan prinsip dapat dipercaya, mudah, 

murah, cepat dan transparan melalui satu pintu (one stop service). 

Artinya, segala urusan yang berkaitan dengan ijin–ijin yang semula 

tersebar dibeberapa satuan kerja dapat diselesaikan di BPTPM yang 

memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas tentang target 

waktu yang pasti, prosedur jelas dan biaya yang transparan melalui 

tahap kebijakan publik berupa penyusunan agenda, formulasi 

kebijakan, implementasi kebijakan dan terakhir melalui evaluasi 

kebijakan One Stop Service. 

b) Kendala yang dihadapi BPTPM Kabupaten Sragen antara lain:  

1) Fungsi dan peranan kelembagaan penanaman modal di 

Kabupaten belum dirasakan maksimal. Selama ini penanaman 

                                                 
13 Absori, Khudzaefah Dimyati dan Kelik Wardiono, Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui 
Lembaga Alternatif, Yogyakarta: Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, 2008, hlm. 375. 
14 Absori, Perlindungan Hukum Hak Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah,: 
Jurnal Jurisprudence, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 2 No 1, 2005, hlm. 
1. 
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modal masih dipandang sebelah mata bagi para pengusaha 

terutama yang menengah ke atas;  

2) Kewajiban, manfaat dan fungsi 8 perizinan penanaman modal 

di Kabupaten Sragen belum bisa dirasakan secara langsung 

oleh masyarakat yang mayoritas termasuk usaha kecil-

menengah. Misal izin SIUP/TDP/IMB lebih dibutuhkan dari 

pada Izin Usaha Penanaman Modal dalam pengurusah 

pinjaman ke bank;  

3) Belum adanya keterpaduan aturan perizinan antar kementrian, 

sehingga terjadi duplikasi izin usaha yang menambah rentetan 

jumlah izin yang harus dimiliki pengusaha. Masih ada aturan 

izin usaha yang berlaku dari kementrian terkait, misal SIUJK 

(Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) dari Menteri Perhubungan, 

Izin Usaha Industri dari Menteri Perindustrian sementara dari 

BKPM sudah mengeluarkan izin usaha Penamaman Modal 

untuk kegiatan usaha tersebut;  

4) Kendala dalam pelaksanaan LKPM bagi pengusaha kecil-

menengah di Kabupaten Sragen karena para pengusaha belum 

mengetahui apa itu LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman 

Modal), fungsi, manfaat, hak dan kewajibannya sehingga 

kadang kurang kooperatif pada petugas BPTPM. Tidak ada 

sanksi yang tegas bagi pengusaha yang tidak kooperatif dan 

belum melakukan kewajibannya dalam pelaporan LKPM;  

5) Adanya batasan pengajuan permohonan Izin Usaha dengan 

nilai investasi diatas Rp. 10 Milyar melalui Provinsi, terkadang 

menyebabkan Kabupaten kurang kontrol, baik data perusahaan, 

proses perizinan sampai terbitnya SK perizinan;  

6) Keterbatasan alokasi anggaran dalam program pelaksanaan 

kegiatan di bidang Penanaman Mo  dal baik untuk promosi, 

perizinan maupun pengawasan karena kurangnya pemahaman 

tupoksi Penanaman Modal bagi pengambil kebijakan.     
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c) Model ideal kebijakan One Stop Service Badan Perijinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen ke depan yang sesuai 

perkembangan zaman antara lain: Kebijakan Perijinan yang memiliki 

sinkronisasi dan standarisasi masalah kelembagaan PTSP (Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu), memegang teguh komitmen nasional tentang 

system pelayanan yang seragam (sama), serta menerapkan sistem 

kaderisasi SDM sejak dini di pelayanan OSS; dan Perwujudan 

Reformasi Birokrasi melalui penegakan hukum yang efektif. 

4.2. Saran  

Saran dalam suatu karya ilmiah adalah mutlak diperlukan demi 

perbaikan suatu penelitian empiris dilapangan. Untuk itu penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

a) Kepada pemerintah disarankan untuk melakukan sosialisasi yang 

lebih intensif kepada para pengusaha dan masyarakat tentang peranan 

dan fungsi lembaga Penanaman Modal. 

b) Kepada jajaran Kementrian disarankan untuk menyederhanakan 

proses ijin usaha dengan melakukan kesepakatan dari Kementrian 

terkait seperti; perindustrian, perdagangan, dan BKPM (Badan 

Koordinasi Penanaman Modal) tentang aturan perizinan yang 

diperlukan dalam penanaman modal/usaha secara terpadu supaya 

tidak terjadi duplikasi jenis dan fungsi suatu izin. 

c) Kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten disarankan untuk melakukan koordinasi terpadu antara 

penerbit izin provinsi dengan Kabupaten dalam proses perizinannya 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan overlapping atau melewati 

batas kewenngannya masing-masing. 
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